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ABSTRAK 

Konsep dan Pelaksanaan otonomi daerah pada aspek pengisian jabatan di Kota 

Pekanbaru perlu ditinjau ulang berdasarkan pendekatan yuridis, yakni dengan 

melakukan analisa terhadap pelaksanaan dikontekskan dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimanakah konsep dan pelaksanaan otonomi 

daerah menurut pasal 234 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah?. 2) Bagaimanakah pelaksanaan pengisian jabatan di 

pemerintahan daerah kota Pekanbaru?. 3). Bagaimanakah solusi atas persoalan-

persoalan pengisian jabatan birokrasi di Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber 

data yang digunakan merupakan data sekunder dengan terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang 

pelaksanaan otonomi daerah pada aspek pengisian jabatan di Kota Pekanbaru 

menunjukan bahwa: 1) Konsep dan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah belum terlaksana dengan baik. 2) Pelaksanaan pengisian 

jabatan di Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru masih memiliki beragam 

persoalan, antara lain untuk mengatasi seleksi JPT 2019-2023 sangat tertutup dalam 

pemberian akses informasi. 3) Solusi atas persoalan-persoalan pengisian jabatan 

birokrasi di Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru, perlu diadakan pelatihan guna 

meningkatkan kemampun aparatur negara yang akan menjabat sebagai pejabat 

birokrasi. Harus melibatkan KASN dalam proses seleksi, agar dapat membentuk 

sistem seleksi yang bertumpu pada merit system. 

Kata Kunci: Jabatan, Pemerintah Daerah, Pekanbaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY 

IN FILLING BUREAUCRATIC POSITIONS IN PEKANBARU CITY 

FOLLOWING LAW NUMBER 3 OF 2014 CONCERING REGIONAL 

GOVERNMENT  

 
ABSTRACT 

 

The implementation of regional autonomy in filling bureaucratic positions in 

Pekanbaru City needs to be reviewed based on a juridical approach, namely by 

analyzing the implementation contextualized in Law Number 23 of 2014 concerning 

the Regional Government. The problem formulations in this study are: 1) How are 

the concept and implementation of regional autonomy based on Paragraph 4 of 

Article 234 of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government? 2) How 

is the implementation in filling the regional government positions in Pekanbaru City? 

(3) What is the solution to the problems in filling the bureaucratic positions in the 

regional government of Pekanbaru City? The research method employed in this study 

was derived from a normative legal research approach. The data source was 

secondary data gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. The 

results of this study on the implementation of regional autonomy in filling positions 

in Pekanbaru City conclude that: 1) the concepts and implementation of regional 

autonomy as stipulated in Paragraph 4 in Article 234 of Law Number 14 of 2014 

concerning Regional Government has not been implemented appropriately; 2) its 

implementation in filling positions faces many problems, such as non-transparent 

selection of High Leadership Positions of 2019-2013; (3) solution of the problems in 

filling bureaucratic positions in the regional government of Pekanbaru City is by 

holding a training to improve the skills of state apparatus for filling future 

bureaucratic positions. The government has to involve the Indonesian Civil Service 

Commission in the selection process to create a merit-based selection system. 

Keywords: Position, Regional Government, Pekanbaru. 
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